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SASARAN UTAMA :
MENINGKATNYA TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL

VISI 
SUMSEL

 TUJUAN
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS IPTIK

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi 
Promosi Literasi SPBEdan/atau 

kolaborasi penyelenggaraan SPBE

SASARAN INTERMADIIATE :
Terlaksananya 

penyelenggaraan jaringan 
intra pemerintah daerah 

kab/kota

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Pengelolaan 

Nama Domain dan Sub Domain 
Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya penyelenggaraan 
pusat kendali pemerintah daerah

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah
(Indikator : Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun)

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah
(Indikator : Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana)

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi 
Perangkat Daerah

(Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja 
Perangkat Daerah)

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat 
Daerah

(Indikator : Persentase Dokumen PEP yang tersusun )

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Penyelenggaraan 

Sistem Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah 

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Penyusunan Konten

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Koordinasi 
penyusunan kebijakan tata 

kelola SPBE meliputi 
arsitektur, peta rencana, 

proses bisnis, serta 
penyusunan rencana dan 

anggaran SPBE pemerintah 
daerah

1. Pengelolaan Nama Domain 
dan Sub Domain 
Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Pengelolaan 

Nama
Domain dan Sub Domain

Pemerintah Daerah

1. Penyelenggaran Sistem
Penghubung Layanan 

Pemerintah Daerah dalam 
rangka interopabilitas data dan 

integrasi layanan

Indikator Kinerja :
Jumlah Aplikasi SPBE yang 
terhubung dengan Sistem 

Penghubung Layanan 
Pemerintah Daerah

1. Koordinasi penyusunan 
kebijakan tata kelola SPBE 

meliputi arsitektur, peta 
rencana, proses bisnis, serta 

penyusunan rencana dan 
anggaran SPBE pemerintah 

daerah

Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen kebijakan 
tata kelola SPBE meliputi 
arsitektur, peta rencana, 

proses bisnis, serta 
penyusunan rencana dan 

anggaran SPBE Pemerintah 
Daerah

SASARAN INTERMADIIATE :
Terlaksananya Koordinasi

pemanfaatan Portal Pelayanan
Pemerintah Daerah yang 

terintegrasi

1. Koordinasi pemanfaatan Portal 
Pelayanan Pemerintah Daerah 

yang terintegrasi

Indikator Kinerja :
Jumlah Layanan Pemda yang 

memanfaatkan Portal pelayanan
Pemerintah Daerah terintegrasi, 
yaitu Portal Pelayanan Publik, 

Portal Administrasi Pemerintahan, 
dan/atau Portal Data Nasional

1. Keterhubungan Jaringan 
Intra Pemerintah Daerah 

Kab/Kota ke Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah Provinsi 

Indikator Kerja :
Jumlah Kab/Kota yang 

terhubung dengan Jaringan 
Intra Pemerintah
Daerah Provinsi 

1. Penyelenggaraan pusat kendali 
Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja :
Jumlah laporan operasionalisasi 

pusat kendali
SASARAN INTERMADIATE :

Terlaksananya Penyediaan Akses 
internet untuk Perangkat Daerah 

dan UPTD dalam rangka 
penyelenggaraan SPBE

1. Penyediaan Akses Internet

Indikator Kinerja :
Jumlah Perangkat Daerah dan 

UPTD  yang memanfaatkan akses 
internet yang disediakan oleh 

Dinas

MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERBASIS DIGITAL, MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS SPBE 

MISI  6
SUMSEL

1. Koordinasi dan Fasilitasi 
Promosi Literasi SPBEdan/atau 

kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan Fasilitasi Promosi 

Literasi SPBE dan/atau kolaborasi 
penyelenggaraan SPBE

1. Penyusunan Konten 

Indikator Kinerja :
Jumlah Konten Informasi Publik

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Koordinasi

pelaksanaan Manajemen SPBE

1. Koordinasi pelaksanaan
Manajemen SPBE 

Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Koordinasi 

pelaksanaan Manajemen SPBE 

1. Fasilitasi penyelenggaraan 
Audit

TIK sesuai kewenangan 
Dinas Kominfo

Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Fasilitasi 

dalam rangka 
penyelenggaraan Audit TIK 
sesuai kewenangan Dinas 

Kominfo

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Fasilitasi

penyelenggaraan Audit TIK 
sesuai kewenangan Dinas 

Kominfo

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya koordinasi

Pengelolaan Data dan 
Informasi

1. Koordinasi Pengelolaan 
Data dan Informasi

Indikator Kinerja :
Jumlah data dan informasi 

yang dipetakan berdasarkan 
Arsitektur SPBE pemerintah 

daerah

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepegawaian
(Indikator : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana)

SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA  :
1. SUMSEL SEBAGAI PROVINSI YANG MAJU EKONOMINYA, BERBASISKAN PENGETAHUAN DAN INOVASI YANG BERAKAR PADA BUDAYA NUSANTRA. SUMSEL 

MENJADI PROVINSI BERDAYA SAING, MODERN, TANGGUH, INOVATIF DAN ADIL
2. SUMSEL SEBAGAI PROVINSI YANG BERKOMITMEN UNTUK TERUS MENERAPKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, PETUMBUHAN EKONOMI YANG 
TINGGI SEIMBANG DENGAN PEMBANGUNAN SOSIAL, BERKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP SERTA TATA KELOLA YANG 

BAIK

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL PILAR 

PEMERINTAH

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS IPTIK

OUTCOME :
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN 

APLIKASI INFORMATIKA

INDIKATOR :
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG 

MENDUKUNG SATU DATA

OUTCOME :
MENINGKATNYA LAYANAN STATISTIK YANG 

AKURAT DAN DAPAT DIANDALKAN

INDIKATOR :
INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)

OUTCOME :
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI 

INFORMATIKA

OUTCOME :
MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KUALITAS 

PUPLIK PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR :
1. PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG 

MEMILIKI APLIKASI PELAYANAN SESUAI TUPOKSI
2. INDEKS PEMDI

INDIKATOR :
PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT 

TERHADAP AKSES DAN KUALITAS INFORMASI 
PUBLIK PEMERINTAH DAERAH (SURVEI)

OUTCOME :
MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR :
INDEKS KAMI

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Jumlah Dokumen Perencanaan   
Perangkat Daerah)

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD)

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dokumen RKA-SKPD (Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD)

4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD)

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Jumlah Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD)

6. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Jumlah Dokumen  Hasil 
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah)

7. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah (Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah)

CROSSCUTTING 
KEMENDAGRI, KOMDIGI RI, 

dan BPS

CROSSCUTTING KEMENDAGRI, 
KEMENPAN RB, BSSN, KAB/KOTA, 

dan SELURUH OPD

SASARAN INTERMADIATE :
Meningkatnya Pengelolaan 

kegiatan statistik sektoral dalam 
sistem  statistik nasional

SASARAN INTERMADIIATE :
Terlaksananya Dukungan

Administratif, Keuangan, dan 
Tata Kelola Komisi Informasi di 

Daerah dalam Rangka 
Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik

Indikator Kinerja :
Jumlah pegawai yang mendapatkan 

pelatihan di bidang statistik

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan 

Bidang Informasi dan Komunikasi 
Publik

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Kemitraan dengan 

Pemangku Kepentingan

SASARAN INTERMADIATE :
Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan Statistik Sektoral

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Diseminasi Informasi

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Proses Bisnis

Statistik Sektoral Sesuai Standar

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Penyusunan 
Strategi Komunikasi Publik

1. Sosialisasi Peraturan Bidang 
Informasi dan Komunikasi Publik 

Indikator Kinerja :
Persentase khalayak sasaran yang 
terpapar informasi terkait peraturan 
bidang informasi dan komunikasi 

publik

1. Diseminasi Informasi

Indikator Kinerja :
Persentase khalayak yang terpapar 

informasi publik

1. Penyusunan Strategi 
Komunikasi Publik

Indikator Kinerja :
Jumlah Strategi Komunikasi 

Publik
yang disusun

SASARAN INTERMADIIATE :
Tersedianya Pelayanan Informasi 

Publik

1. Pelayanan Informasi Publik

Indikator Kinerja :
Jumlah permohonan Informasi 

Publik yang diselesaikan sesuai
peraturan perundangan

1. Dukungan Administratif,
Keuangan, dan Tata Kelola 
Komisi Informasi di Daerah 

dalam Rangka
Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik

Indikator Kerja :
Jumlah laporan Dukungan 

Administratif, Keuangan, dan 
Tata Kelola Komisi Informasi di 

Daerah yang akuntabel serta 
disampaikan kepada 

Kementerian Komunikasi
dan Informatika

1. Kemitraan Komunikasi dengan 
Komunitas Informasi Masyarakat

Indikator Kinerja :
Jumlah Komunitas Informasi yang 
aktif mendiseminasikan informasi 

dan terdaftar di Dinas Kominfo

SASARAN INTERMADIATE :
Meningkatnya Kapasitas Sumber 

Daya Manusia Komunikasi 
Publik

1. Penguatan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia Komunikasi 

Publik 

Indikator Kinerja :
Jumlah ASN bidang komunikasi 
publik yang difasilitasi mengikuti

bimtek/pelatihan

1. Pengelolaan kegiatan statistik 
sektoral dalam sistem  statistik 

nasional

Indikator Kinerja :
Persentase  kegiatan statistik 

sektoral yang sudah mendapatkan 
rekomendasi dari pembinaan data 

statistik

1. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral 
Sesuai Standar

Indikator Kinerja :
Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi 

dokumen perencanaan kegiatan statistik 
sektoral

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Monitoring Informasi 
Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

1. Monitoring Informasi Kebijakan, 
Opini, dan Aspirasi Publik 

Indikator Kinerja :
Jumlah rekomendasi komunikasi 

terhadap isu publik yang 
berkembang dan usulan agenda 
komunikasi prioritas Pemerintah 

Daerah

1. Pengelolaan Media Komunikasi 
Publik

Indikator Kinerja :
Jumlah media komunikasi publik

milik pemerintah daerah yang 
dikelola maupun pemanfaatan media 

berbayar sesuai kriteria/juknis

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

SASARAN INTERMADIATE :
Meningkatnya kualitas Statistik Sektoral

1. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

Indikator Kinerja :
Persentase kegiatan statistik sektoral yang 

hasilnya dapat diakses oleh pengguna 
data

1. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Statistik Sektoral

SASARAN INTERMADIATE :
Tersedianya Statistik Sektoral yang 

memenuhi Prinsip Satu Data 
Indonesia

SASARAN INTERMADIATE :
Ditetapkannya Kebijakan Tata 

Kelola Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Pengelolaan Sumber 

Daya Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah 

berdasarkan Analisis Kebutuhan

1. Pemenuhan Prinsip Satu Data 
Indonesia

Indikator Kinerja :
Persentase kegiatan statistik 

sektoral yang telah memenuhi 
standar data, metadata, 

interoperabilitas data dan kode 
referensi dan/atau data induk

1. Penetapan Kebijakan Tata 
Kelola Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah 

Provinsi

Indikator Kinerja :
Jumlah Kebijakan Tata Kelola 

Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah 

yang Ditetapkan baik berupa 
peraturan Gubernur, Keputusan 

Gubernur maupun Norma, Standar, 
Prosedur dan kriteria yang 

digunakan sebagai panduan dalam 
menjalankan penyelenggaraan 

Persandian Dokumen

1. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 
Informasi dan Persandian Pemerintah 

Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 

Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber 

Daya Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah 

berdasarkan Analisis Kebutuhan

SASARAN INTERMADIIATE :
Terlaksananya Operasionalisasi 

Layanan Keamanan Informasi dan 
Persandian Pemerintah Daerah

1. Operasionalisasi Layanan 
Keamanan Informasi dan Persandian 

Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja :
Jumlah Operasionalisasi Layanan 

Keamanan Informasi dan Persandian 
Pemerintah Daerah berdasarkan 

pemetaan pola hubungan komunikasi 
sandi pemerintah daerah

Indikator Kinerja :
Jumlah aktivitas relasi media 

kepada media yang memenuhi 
kriteria sebagai berikut:

1. terverifikasi dewan pers,
2. terdaftar di Dinas Kominfo, 

dan
3. aktif dalam kegiatan relasi 

media

SASARAN INTERMADIATE :
Terlaksananya Relasi Media

1. Relasi Media

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN)

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Jumlah Laporan Keuangan AKhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD)

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan)

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan)

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan)

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan)

5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan)

6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan)

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan)

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang 
Disediakan)

9. Fasilitasi Kunjungan Tamu (Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan Tamu)

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)

11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat)

12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan)

13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan)

14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Jumlah 
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya)

15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)

16. Pemeliharaan Mebel (Jumlah Mebel yang Dipelihara)

17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara)

18. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara)

19. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi)

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Jumlah Dokumen Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD)

2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 
(Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah 
pada SKPD)

3. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
(Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan)

4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan)

5. Pengadaan Mebel (Jumlah Paket Mebel yang Disediakan)

6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan)

7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang 
Disediakan)

SASARAN INTERMADIIATE :
Tersedianya Layanan Keamanan 

Informasi dan Persandian Pemerintah 
Daerah

1. Penyediaan Layanan Keamanan 
Informasi dan Persandian Pemerintah 

Daerah

Indikator Kinerja :
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah 

Menggunakan Layanan Keamanan 
Informasi dan Persandian


